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Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang
bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan
sosial yang menyeluruh dan terpadu bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah
memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk
mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk
badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik
berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-
hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana
amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan
seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-
besarnya kepentingan Peserta.

Jaminan sosial tenaga kerja yang menanggulangi risiko-risiko kerja
sekaligus akan menciptakan ketenangan kerja yang pada gilirannya
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akan membantu meningkatkan produktivitas kerja. Ketenangan kerja
dapat tercipta karena jaminan sosial tenaga kerja mendukung
kemandirian dan harga diri manusia dalam menghadapi berbagai
risiko sosial-ekonomi tersebut. Selain itu, jaminan sosial tenaga kerja
yang diselenggarakan dengan metode pendanaan akan memupuk
dana yang akan menunjang pembiayaan pembangunan nasional.

Agar kepesertaan dapat merata dan kemanfaatannya dinikmati secara
luas, maka kepesertaan pengusaha dan tenaga kerja dalam jaminan
sosial tenaga kerja bersifat wajib. Namun karena luasnya kepesertaan
tersebut, maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai
kemampuan teknis, administratif, dan operasional baik dari Badan
Penyelenggara maupun pengusaha dan tenaga kerja sendiri.

Pembiayaan jaminan sosial tenaga kerja ditanggung oleh pengusaha
dan tenaga kerja sesuai dengan jumlah yang tidak memberatkan
beban keuangan kedua belah pihak. Pembiayaan Jaminan Kecelakaan
Kerja ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha, karena kecelakaan dan
penyakit yang timbul dalam hubungan kerja merupakan tanggung
jawab penuh dari pemberi kerja. Pembiayaan Jaminan Kematian juga
menjadi tanggung jawab pengusaha yang harus bertanggung jawab
atas kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Sedangkan
pembiayaan Jaminan Hari Tua ditanggung bersama oleh pengusaha
dan tenaga kerja karena merupakan penghargaan dari pengusaha
kepada tenaga kerjanya yang telah bertahun-tahun bekerja di
perusahaan dan sekaligus merupakan tanggung jawab tenaga kerja
untuk hari tuanya sendiri.

Dalam perubahan kesembilan Peraturan Pemerintah ini mengatur hal-
hal yang perlu dihapus dan diubah terkait jaminan kesehatan bagi
tenaga kerja sehingga sesuai dengan arah dan kebijakan Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang merupakan program perlindungan
dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya, oleh karena itu perlu selalu
diupayakan peningkatan jaminan dan manfaatnya bagi pekerja/buruh
beserta keluarganya.
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